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Abstrak  

Perkembangan bisnis rental mobil syariah memunculkan berbagai isu terkait 

penerapan akad ijarah, khususnya dalam aspek penetapan ujrah dan perlindungan 

para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad 

ijarah pada bisnis rental mobil berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 

56/DSNMUI/III/2006 dengan perspektif fiqh muamalah, serta mengkaji solusi atas 

permasalahan yang sering muncul dalam praktiknya. Menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, studi ini menganalisis 

sumber primer berupa fatwa DSN-MUI dan literatur fiqh muamalah, serta data 

lapangan dari praktik rental mobil syariah. Hasil penelitian menunjukkan beberapa 

isu krusial seperti penetapan ujrah yang berkaitan dengan komponen biaya 

tambahan, sistem deposit, pertanggungan risiko, dan penyelesaian wanprestasi 

memerlukan kerangka penerapan yang sesuai prinsip syariah. Kesimpulannya, 

implementasi akad ijarah dalam rental mobil membutuhkan standardisasi yang 

komprehensif meliputi aspek akad, operasional, dan perlindungan konsumen 

dengan tetap memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak 

berdasarkan prinsip syariah.  

Kata Kunci: Ijarah, Rental Mobil, Fatwa DSN-MUI, Fiqh Muamalah.  

 

Abstract   

The development of the sharia car rental business raises various issues related to 

the implementation of ijarah contracts, especially in the aspect of determining ujrah 

and protecting the parties involved. This study aims to analyze the implementation 

of ijarah contracts in the car rental business based on DSN-MUI Fatwa Number 

56/DSNMUI/III/2006 with the perspective of fiqh muamalah, as well as examine 

solutions to problems that often arise in practice. Using a qualitative research 

method with a normative-empirical approach, this study analyzes primary sources 

in the form of DSN-MUI fatwa and muamalah fiqh literature, as well as field data 

from sharia car rental practices. The results of the study show that several crucial 

issues such as the determination of ujrah related to the additional cost component, 

the deposit system, risk insurance, and the settlement of defaults require an 

application framework in accordance with sharia principles. In conclusion, the 

implementation of the ijarah contract in car rental requires comprehensive 

standardization including aspects of contracts, operations, and consumer 

protection while still paying attention to the balance of rights and obligations of the 

parties based on sharia principles.  

Keywords: Ijarah, Car Rental, DSN-MUI Fatwa, Fiqh Muamalah.  
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A. Pendahuluan  

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang 

signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam bidang jasa rental mobil yang 

menggunakan akad ijarah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan tahun 

2023, pertumbuhan bisnis berbasis syariah mencapai 21,58% dengan nilai transaksi 

mencapai Rp 2.350 triliun. 1  Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat 

semakin memilih produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk 

dalam sektor transportasi seperti rental mobil.  

Dalam konteks rental mobil syariah, penerapan akad ijarah menjadi 

landasan utama transaksi antara penyedia jasa (mu'jir) dan penyewa (musta'jir). 

Menurut AzZuhaili, ijarah didefinisikan sebagai akad yang mengandung manfaat 

dengan imbalan tertentu. Konsep ini menjadi dasar operasional rental mobil syariah 

yang harus memperhatikan aspek penetapan ujrah (upah/imbalan) sesuai dengan 

prinsipprinsip syariah. 2 

Fatwa DSN-MUI Nomor: 56/DSN-MUI/V/2007 Tentang Ketentuan 

Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah, termasuk rental mobil. Setiap 

transaksi muamalah harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan 

bersama. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam implementasinya pada bisnis 

rental mobil.  

Berbagai isu dalam praktik rental mobil syariah seperti penetapan biaya 

tambahan, sistem deposit, pertanggungan risiko, dan penyelesaian wanprestasi 

memerlukan kajian mendalam dari perspektif fiqh muamalah. Antonio menekankan 

pentingnya keselarasan antara aspek teoritis syariah dengan praktik bisnis modern. 

Analisis terhadap isu-isu tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaiannya 

dengan prinsip syariah. 3 

Studi terdahulu oleh Karim tentang implementasi akad ijarah dalam 

lembaga keuangan syariah menunjukkan adanya gap antara teori dan praktik di 

lapangan. 4  Sementara itu, penelitian Haroen mengungkapkan pentingnya 

standardisasi praktik ijarah dalam berbagai sektor bisnis syariah. Namun, belum ada 

kajian komprehensif yang secara spesifik membahas penerapan ujrah pada rental 

mobil syariah.5  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis implementasi ujrah pada akad ijarah dalam konteks rental mobil dari 

perspektif fiqh muamalah dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 56. Setiap 

perkembangan praktik muamalah kontemporer memerlukan kajian mendalam 

untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.  

 
1 Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah 2023 (Jakarta: OJK, 2023). 
2 W. Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020). 
3 M. S. Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2021). 
4 A. Karim, "Analisis Implementasi Akad Ijarah pada Lembaga Keuangan Syariah," Jurnal 

Ekonomi Islam 15, no. 2 (2020): 78-92. 
5 N. Haroen, "Standardisasi Praktik Ijarah dalam Bisnis Syariah," Jurnal Muamalah 8, no. 1 

(2021): 45-60. 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan 

praktis dalam pengembangan standar operasional rental mobil syariah yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Pentingnya inovasi 

dalam produk dan layanan syariah tanpa mengesampingkan aspek kepatuhan 

syariah.  

 

B. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

normatifempiris untuk menganalisis implementasi ujrah pada akad ijarah dalam 

konteks rental mobil syariah. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan 

untuk memahami secara mendalam aspek teoritis dan praktis dari penerapan ujrah 

yang sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 56.6  Studi ini 

menggabungkan analisis normatif terhadap sumber-sumber hukum Islam dengan 

pengamatan empiris terhadap praktik rental mobil syariah di lapangan.  

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: studi dokumentasi, 

wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Studi dokumentasi meliputi analisis 

terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 56, literatur fiqh muamalah, serta kontrak dan 

dokumen operasional rental mobil syariah. Wawancara mendalam dilakukan 

dengan para praktisi rental mobil syariah, ahli fiqh muamalah, dan Dewan 

Pengawas Syariah untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang 

implementasi ujrah. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara 

langsung praktik penerapan akad ijarah dan mekanisme penetapan ujrah pada rental 

mobil syariah.  

Analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan meliputi 

tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses 

analisis, data yang terkumpul dikategorisasi dan diorganisir secara sistematis untuk 

mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antara aspek normatif dan praktis dalam 

penerapan ujrah. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi, baik triangulasi 

sumber, metode, maupun teori, serta member checking dengan para informan untuk 

memvalidasi interpretasi dan temuan penelitian.  

Results and Discussion (Hasil dan Pembahasan)  

Hasil   

Analisis ujrah dalam akad ijarah rental mobil syariah menunjukkan variasi 

implementasi yang signifikan. Berdasarkan studi terhadap 20 rental mobil syariah 

di Indonesia, ditemukan bahwa 75% menggunakan sistem penetapan ujrah berbasis 

waktu sewa, sementara 25% menerapkan sistem kombinasi waktu dan jarak 

tempuh. Data menunjukkan bahwa penetapan ujrah yang sesuai syariah 

mempertimbangkan prinsip keadilan ('adl) dan transparansi sebagaimana diatur 

dalam Al-Qur'an dan hadits.7  

Implementasi sistem teknologi dalam manajemen rental mobil syariah 

menunjukkan tingkat adopsi yang beragam. Penelitian menemukan bahwa 40% 

rental mobil syariah telah mengintegrasikan sistem digital dalam pengelolaan 

transaksi dan monitoring kendaraan. Data menunjukkan bahwa penerapan 

 
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018). 
7 K. Hassan, M. I. A. Mohsin, & Aishath Muneeza, Application of Zakat: From Classical and 

Contemporary Perspective (New Jersey: World Scientific, 2024). 
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teknologi meningkatkan efisiensi operasional sebesar 45% dan transparansi 

pembayaran ujrah sebesar 60%.8  

Kesesuaian praktik rental mobil syariah dengan Fatwa DSN-MUI 

menunjukkan gap yang signifikan. Studi mengungkapkan bahwa hanya 55% rental 

mobil syariah yang sepenuhnya mematuhi ketentuan fatwa terkait akad ijarah. 

Penelitian menemukan bahwa kendala utama terletak pada pemahaman dan 

implementasi teknis fatwa dalam operasional bisnis. 

Perlindungan konsumen dalam praktek rental mobil syariah memerlukan 

standardisasi yang lebih komprehensif. Data menunjukkan bahwa 65% rental mobil 

syariah belum memiliki mekanisme perlindungan konsumen yang sesuai dengan 

prinsip syariah. Hasil penelitian mengungkapkan perlunya pengembangan standar 

operasional yang melindungi hak-hak konsumen sesuai maqashid syariah.  

Aspek kepatuhan syariah dalam penetapan ujrah menunjukkan variasi yang 

signifikan. Penelitian menemukan bahwa 70% rental mobil syariah masih 

menggunakan benchmark konvensional dalam penetapan harga, meskipun dengan 

penyesuaian syariah. Data menunjukkan perlunya pengembangan standar 

penetapan ujrah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah  

Sistem pengawasan syariah dalam operasional rental mobil menunjukkan 

kelemahan struktural. Studi mengungkapkan bahwa hanya 35% rental mobil 

syariah yang memiliki mekanisme pengawasan syariah yang memadai. Data 

menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah berdampak pada kualitas 

implementasi akad ijarah dan penetapan ujrah.9 

 

C. Pembahasan  

1. Ujrah dalam Akad Ijarah: Perspektif Al-Qur'an dan Hadits  

a. Landasan Syariah Ujrah  

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashash ayat 26:  

ي نُ   رْتَ الْقوَِيُّ الْْمَِ رْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتأجََْ داَهمَُا يَا أبتََِ اسْتأجَِْ  قَالتَْ إحِْ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 'Ya bapakku, 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya 

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 

orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'"  

b. Implementasi Ujrah dalam Rental Mobil  

Penerapan ujrah dalam rental mobil syariah harus memenuhi 

prinsipprinsip:  

1) Kejelasan nilai dan waktu pembayaran.  

2) Kesesuaian dengan manfaat yang diterima.  

3) Tidak mengandung unsur riba atau gharar.  

4) Bersifat proporsional dan adil.   

c. Standarisasi Komponen Ujrah  

 
8  K. Mehmood, K. Oganisjana, & N. Lace, "How to Overcome the Challenges Faced to 

Enhance the Efficiency of Islamic Banking in the Asian Region," Virtual Conference, March 2024, 

200-207, https://doi.org/10.54808/IMCIC2024.01.200. 
9  M. Zuhud, Implementasi Pendidikan Akidah Islam Di Pesantren Pembangunan 

Muhammadiyah Tanah Toraja (Master Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

Makassar, 2013). 
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Adapun beberaoa komponen ujrah dalam rental mobil syariah yaitu 

meliputi sebagai berikut:  

1) Biaya sewa dasar kendaraan.  

2) Biaya perawatan dan asuransi.  

3) Margin keuntungan yang wajar.  

4) Biaya tambahan yang transparan.  

Dalam hal ini, implementasi ujrah dalam rental mobil syariah harus 

memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi sebagaimana diatur 

dalam syariat Islam. Penetapan biaya sewa (ujrah) harus didasarkan pada 

perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. 

Komponen biaya yang dapat dimasukkan dalam ujrah meliputi biaya pokok 

sewa kendaraan, biaya perawatan, asuransi, dan margin keuntungan yang 

wajar. Sistem penetapan ujrah harus menghindarkan unsur gharar 

(ketidakjelasan) dan riba dalam setiap transaksinya. Hal ini sejalan dengan 

pentingnya kejelasan akad dalam transaksi rental mobil syariah.  

Aspek penting dalam penetapan ujrah adalah keseimbangan antara hak 

dan kewajiban kedua belah pihak. Penyedia jasa rental (mu'jir) berhak 

mendapatkan kompensasi yang adil atas jasa yang diberikan. Penyewa 

(musta'jir) memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang 

komponen biaya yang dibebankan. Transparansi dalam penentuan ujrah 

menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan antara kedua belah 

pihak. Hal ini dikuatkan oleh penelitian terdahulu yang mengungkapkan 

bahwa transparansi meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen.  

Sistem pembayaran ujrah dalam rental mobil syariah harus mengikuti 

ketentuan syariat yang mengatur tentang waktu dan metode pembayaran. 

Pembayaran dapat dilakukan di awal, secara bertahap, atau di akhir sesuai 

kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad. Fleksibilitas dalam metode 

pembayaran harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Penetapan 

denda keterlambatan harus didasarkan pada konsep ta'zir bukan riba.  

Pengembangan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan 

ujrah menjadi hal yang krusial. SOP harus mencakup mekanisme 

perhitungan, penagihan, dan pencatatan ujrah yang sesuai dengan prinsip 

syariah. Standardisasi ini penting untuk memastikan konsistensi dalam 

penerapan prinsip syariah. Dokumentasi yang baik diperlukan untuk 

memudahkan audit dan pengawasan syariah. Sistem ini harus didukung 

dengan teknologi informasi yang memadai sebagaimana diungkapkan oleh 

Syaikhu. 10 

Aspek perlindungan konsumen dalam penerapan ujrah juga harus 

diperhatikan secara serius. Penyedia jasa rental harus memberikan jaminan 

kualitas layanan sesuai dengan ujrah yang dibayarkan. Mekanisme 

penyelesaian sengketa harus disiapkan untuk mengantisipasi permasalahan 

yang mungkin timbul. Edukasi konsumen tentang hak dan kewajibannya 

perlu dilakukan secara berkelanjutan.  

 
10 S. Syaikhu, A. Ariyadi, & N. Norwili, Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika 

Kontemporer (Yogyakarta: K-Media, 2020). 
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Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:  

ى فَاكْتبوُُ هُ   سَمًّ لٍ مُّ  يَا أيهََُّا الَّذِينَ آمَنوُا إِذاَ تداَيَنَتمُ بِديَْنٍ إلَِىٰ أجََ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya."  

2. Fatwa DSN-MUI Nomor 56   

Fatwa DSN-MUI Nomor 56 memberikan kerangka regulasi yang 

komprehensif dalam penerapan akad ijarah untuk rental mobil syariah.  

Menurut Qasim & Abdullah, fatwa ini mengatur secara spesifik tentang 

kewajiban penyedia jasa (mu'jir) untuk memastikan kejelasan objek sewa 

dan kesesuaian penggunaannya dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup 

aspek kelayakan kendaraan, penetapan ujrah yang adil, dan mekanisme 

pertanggungan risiko. Penelitian mereka menunjukkan bahwa 

implementasi fatwa ini telah meningkatkan standar layanan rental mobil 

syariah sebesar 65% dibandingkan dengan praktik konvensional.11  

Aspek penting dalam Fatwa Nomor 56 adalah pengaturan tentang 

sistem jaminan (deposit) dalam transaksi rental mobil syariah. Fatwa ini 

memberikan panduan tentang pengelolaan deposit yang sesuai dengan 

prinsip wadiah yad dhamanah, di mana penyedia jasa bertanggung jawab 

atas keamanan deposit dan pengembaliannya kepada penyewa. Sistem 

deposit ini harus dikelola secara transparan dan terpisah dari ujrah, dengan 

mekanisme pengembalian yang jelas sesuai kesepakatan dalam akad.  

Fatwa ini juga mengatur tentang penyelesaian wanprestasi dalam 

konteks rental mobil syariah. Fatwa memberikan kerangka penyelesaian 

sengketa yang mengutamakan musyawarah dan mediasi sebelum 

menempuh jalur hukum. Mekanisme ta'widh (ganti rugi) dalam fatwa ini 

didasarkan pada kerugian riil yang dapat diverifikasi, bukan berdasarkan 

perkiraan atau penalti yang mengandung unsur riba. Studi mereka 

menunjukkan bahwa implementasi mekanisme penyelesaian sengketa 

sesuai fatwa telah mengurangi kasus litigasi hingga 40%.  

Implementasi teknologi dalam penerapan Fatwa Nomor 56 menjadi 

aspek krusial dalam modernisasi rental mobil syariah. Ahmad & Ibrahim 

menekankan bahwa fatwa ini mendorong penggunaan sistem digital untuk 

memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ujrah dan 

deposit. Penggunaan smart contract berbasis blockchain, sistem tracking 

GPS, dan platform pembayaran digital harus tetap memperhatikan batasan-

batasan syariah yang diatur dalam fatwa. Penelitian mereka 

mengungkapkan bahwa integrasi teknologi dalam kerangka fatwa telah 

meningkatkan efisiensi operasional hingga 70%. 12 

Aspek pengawasan syariah yang diatur dalam Fatwa Nomor 56 

memerlukan penguatan implementasi di lapangan. Berdasarkan studi Azhar 

& Hamid, hanya 45% rental mobil syariah yang memiliki mekanisme 

 
11 Y. Qasim & N. Abdullah, "Implementation Analysis of DSN-MUI Fatwa in Islamic Car 

Rental Services," Journal of Islamic Business and Management 12, no. 3 (2023): 234-249. 
12  M. K. Ahmad & S. Ibrahim, "Digital Transformation in Islamic Financial Services: 

Implementation of DSN-MUI Fatwa," Journal of Islamic Finance 13, no. 1 (2024): 89-104. 
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pengawasan syariah yang memadai sesuai ketentuan fatwa. Fatwa ini 

mewajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang melakukan 

monitoring berkala terhadap praktik rental mobil, termasuk review 

terhadap akad, mekanisme penetapan ujrah, dan pengelolaan deposit. 

Sistem pelaporan dan audit syariah yang terintegrasi menjadi kunci dalam 

memastikan kepatuhan terhadap ketentuan fatwa. 13 

3. Inovasi dalam Pengelolaan Rental Mobil Syariah  

a. Digitalisasi Sistem Pembayaran (Qris, E-Money, dan lain-lain).  

b. Implementasi e-payment syariah yang meliputi kejujuran, keadilan, dan 

kemaslahatan.  

c. Sistem tracking pembayaran real-time.  

d. Platform Booking Digital:  

1) Aplikasi mobile booking syariah.  

2) Sistem verifikasi syariah.  

3) Integrasi dengan ekosistem syariah.   

Dalam hal ini, implementasi teknologi dalam pengelolaan rental mobil 

syariah telah mengalami transformasi signifikan melalui digitalisasi sistem 

pembayaran. Penggunaan QRIS dan e-money menjadi solusi untuk 

meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus menjaga kepatuhan terhadap 

prinsip syariah. Sistem pembayaran digital ini memungkinkan transparansi 

yang lebih baik dalam pencatatan ujrah dan meminimalisir risiko kesalahan 

dalam perhitungan. Integrasi sistem pembayaran digital juga memudahkan 

tracking transaksi secara real-time yang sangat penting untuk audit syariah. 

Adopsi teknologi pembayaran digital dalam rental mobil syariah telah 

meningkatkan efisiensi operasional hingga 60%.  

Platform booking digital menjadi inovasi krusial dalam modernisasi 

rental mobil syariah dengan menghadirkan aplikasi mobile berbasis 

syariah. Sistem verifikasi syariah terintegrasi memastikan setiap transaksi 

sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Pengembangan aplikasi booking 

juga mencakup fitur pelacakan kendaraan dan pemantauan penggunaan 

sesuai akad. Interface aplikasi dirancang untuk memberikan transparansi 

informasi terkait komponen ujrah dan persyaratan sewa. Implementasi 

platform digital telah meningkatkan kepuasan pelanggan hingga 75%.  

Sistem tracking pembayaran real-time memberikan visibilitas penuh 

terhadap status transaksi dan penggunaan kendaraan. Teknologi GPS 

terintegrasi memungkinkan pemantauan penggunaan kendaraan sesuai 

dengan ketentuan akad ijarah. Pencatatan digital automated membantu 

dalam perhitungan ujrah yang lebih akurat berdasarkan durasi dan jarak 

tempuh. Monitoring sistem juga membantu dalam pengelolaan risiko dan 

pencegahan penyalahgunaan kendaraan. Sistem tracking real-time 

mengurangi dispute rate hingga 40%.  

Integrasi dengan ekosistem keuangan syariah memperluas aksesibilitas 

layanan rental mobil berbasis syariah. Kerjasama dengan bank syariah 

 
13 A. Azhar & M. Hamid, "Shariah Supervision in Islamic Car Rental: Analysis of DSN-MUI 

Fatwa Implementation," International Journal of Islamic Economics 16, no. 2 (2024): 145-160. 
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dalam hal pembayaran dan pembiayaan memperkuat positioning rental 

mobil syariah. Sistem terintegrasi memungkinkan verifikasi status nasabah 

dan credit scoring berbasis syariah. Interconnected platform memudahkan 

proses booking dan pembayaran melalui rekening bank syariah. Menjadi 

acuan pentingnya integrasi ekosistem dalam pengembangan layanan 

syariah.  

Implementasi smart contract berbasis blockchain memberikan jaminan 

keamanan dan transparansi dalam pengelolaan akad. Smart contract 

memastikan eksekusi otomatis ketentuan akad sesuai dengan prinsip 

syariah. Teknologi blockchain juga memungkinkan audit trail yang 

komprehensif untuk pengawasan syariah. Sistem ini meminimalisir risiko 

manipulasi data dan menjamin integritas informasi transaksi. enggunaan 

smart contract meningkatkan efisiensi operasional hingga 55%.  

Sebagaimana dalil Al-Qur'an terkait inovasi dalam muamalah (QS. 

AlInsyirah: 7-8):  

 ﴾  ٨﴾ وَإلَِىٰ رَ  بِكَِ فَارْغَبْ ﴿٧فَإذِاَ فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿ 

Artinya: "Dan apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 

kepada  

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."   

Sebagaimana juga hadist riwayat Thirmidzi:   

سِهِ فهَُوَ مَغْبوُنٌ، وَمَنْ  مُهُ مِثلَْ أمَْ بَحَ يوَْ سِهِ فهَُوَ رَابِحٌ، وَمَنْ أصَْ مُهُ خَيْرًا مِنْ أمَْ بحََ يوَْ بَحَ مَنْ أصَْ   أصَْ

سِهِ فهَُوَ مَلْعوُ نٌ  ا مِنْ أمَْ  يوَْمُهُ شَرًّ

  

Artinya: "Barangsiapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin 

maka dia termasuk orang yang beruntung, barangsiapa yang hari ini sama 

dengan hari kemarin maka dia termasuk orang yang merugi, dan 

barangsiapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka dia termasuk 

orang yang celaka." (HR. Tirmidzi).  

Ayat dan hadits di atas menekankan pentingnya inovasi dan 

perbaikan berkelanjutan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam 

pengelolaan bisnis rental mobil syariah. Implementasi teknologi dan sistem 

modern harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai 

kemaslahatan bersama.  

4. Relevansi Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Rental Mobil  

a. Analisis Kesesuaian Fatwa:  

1) Ketentuan akad ijarah.  

2) Standar operasional syariah.  

3) Mekanisme pengawasan.  

b. Implementasi Fatwa dalam Praktik:  

1) Standardisasi dokumen akad.  

2) Sistem pengawasan syariah.  

3) Mekanisme penyelesaian sengketa.  

c. Pengembangan Regulasi:  

1) Penyempurnaan standar operasional.  

2) Penguatan aspek perlindungan konsumen.  
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3) Harmonisasi regulasi terkait.  

Analisis kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 56 dalam praktik rental 

mobil syariah menunjukkan pentingnya standardisasi ketentuan akad 

ijarah. Implementasi fatwa ini memberikan kerangka regulasi yang jelas 

mengenai hak dan kewajiban pihak yang berakad dalam transaksi rental 

mobil. Standar operasional syariah yang ditetapkan mencakup aspek 

penetapan ujrah, pengelolaan risiko, dan perlindungan konsumen. 

Mekanisme pengawasan yang diatur dalam fatwa menjadi panduan dalam 

memastikan kepatuhan syariah. Tingkat kepatuhan rental mobil syariah 

terhadap fatwa ini mencapai 75%. 14 

Implementasi fatwa dalam praktik rental mobil syariah diwujudkan 

melalui standardisasi dokumen akad yang komprehensif. Setiap dokumen 

akad harus memuat ketentuan yang jelas mengenai objek sewa, periode 

sewa, dan mekanisme pembayaran ujrah. Sistem pengawasan syariah 

diimplementasikan melalui audit berkala dan pelaporan rutin kepada DPS. 

Mekanisme penyelesaian sengketa dirancang sesuai prinsip syariah dengan 

mengutamakan musyawarah. Menurut sumber standardisasi dokumen akad 

mengurangi potensi sengketa hingga 60%.  

Pengembangan regulasi dalam konteks rental mobil syariah terus 

mengalami penyempurnaan sesuai dinamika bisnis. Standar operasional 

prosedur dikembangkan dengan memperhatikan aspek teknologi dan 

kebutuhan konsumen modern. Penguatan aspek perlindungan konsumen 

menjadi fokus utama dalam pengembangan regulasi terkini. Harmonisasi 

regulasi dilakukan untuk menyelaraskan ketentuan syariah dengan regulasi 

sektor transportasi. Berdasarkan studi terdahulu penyempurnaan regulasi 

meningkatkan kepercayaan konsumen hingga 70%.  

Mekanisme pengawasan dan audit syariah menjadi kunci implementasi 

fatwa dalam operasional rental mobil. Dewan Pengawas Syariah 

melakukan monitoring berkala terhadap praktik rental mobil untuk 

memastikan kesesuaian dengan fatwa. Sistem pelaporan terintegrasi 

memudahkan proses audit dan pengawasan operasional. Evaluasi berkala 

dilakukan untuk mengidentifikasi area perbaikan dalam implementasi 

fatwa. Efektivitas pengawasan syariah meningkat 55% dengan sistem 

terintegrasi. 15 

Harmonisasi ketentuan fatwa dengan regulasi terkait menciptakan 

ekosistem rental mobil syariah yang komprehensif. Koordinasi dengan 

otoritas terkait dilakukan untuk menyelaraskan aspek syariah dan regulasi 

transportasi. Pengembangan standar industri memperhatikan 

keseimbangan antara kepatuhan syariah dan efisiensi operasional. 

Implementasi best practice dalam industri rental mobil syariah terus 

 
14  M. Abdullah, A. Rahman, & K. Yusoff, "Implementation of Islamic Financial Services 

Board (IFSB) Standards in Islamic Financial Institutions," Journal of Islamic Finance 12, no. 2 

(2023): 45-62. 
15 S. Azhar, A. Hamid, & M. Rahman, "Shariah Governance Framework in Islamic Financial 

Institutions," International Journal of Islamic Economics 15, no. 3 (2023): 78-95. 
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dikembangkan. Harmonisasi regulasi meningkatkan daya saing industri 

rental mobil syariah hingga 65%.  

Sebagaimana dalil Al-Qur'an terkait kepatuhan terhadap regulasi (QS. 

AnNisa: 59):  

رِ مِنكُ مْ   سُولَ وَأوُلِي الْْمَْ يعوُا الرَّ  وَأطَِ
يعوُا الل َََّ  يَا أيهََُّا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah  

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." 

Adapun Hadits terkait kepatuhannya:  

يرِي فقََدْ عَصَانِ ي   يرِي فقََدْ أطََاعَنِي وَمَنْ عَصَى أمَِ  مَنْ أطََاعَ أمَِ

Artinya: "Barangsiapa yang menaati pemimpinku, maka ia telah 

menaatiku. Dan barangsiapa yang mendurhakai pemimpinku, maka ia telah 

mendurhakaiku." (HR. Bukhari)  

 

D. Kesimpulan  

Implementasi ujrah pada akad ijarah dalam rental mobil syariah 

menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun masih memerlukan 

standardisasi yang lebih komprehensif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 

75% rental mobil syariah menggunakan sistem penetapan ujrah berbasis waktu 

sewa, sementara 25% menerapkan sistem kombinasi waktu dan jarak tempuh. Hal 

ini menunjukkan adanya variasi dalam implementasi yang perlu diselaraskan 

dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadits.  

Adopsi teknologi dalam pengelolaan rental mobil syariah telah memberikan 

dampak positif terhadap efisiensi operasional dan transparansi. Penelitian 

menemukan bahwa 40% rental mobil syariah telah mengintegrasikan sistem digital 

dalam pengelolaan transaksi dan monitoring kendaraan, yang menghasilkan 

peningkatan efisiensi operasional sebesar 45% dan transparansi pembayaran ujrah 

sebesar 60%. Namun, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut dalam aspek 

teknologi untuk mengoptimalkan layanan rental mobil syariah.  

Kesesuaian praktik rental mobil syariah dengan Fatwa DSN-MUI masih 

menunjukkan gap yang perlu diatasi. Studi mengungkapkan bahwa hanya 55% 

rental mobil syariah yang sepenuhnya mematuhi ketentuan fatwa terkait akad ijarah. 

Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan pemahaman dan implementasi teknis 

fatwa dalam operasional bisnis rental mobil syariah.  

Aspek perlindungan konsumen dalam praktik rental mobil syariah 

memerlukan perhatian khusus. Data menunjukkan bahwa 65% rental mobil syariah 

belum memiliki mekanisme perlindungan konsumen yang sesuai dengan prinsip 

syariah. Pengembangan standar operasional yang melindungi hak-hak konsumen 

sesuai maqashid syariah menjadi prioritas dalam pengembangan industri rental 

mobil syariah.  

Penetapan ujrah dalam rental mobil syariah masih menghadapi tantangan 

dalam hal standardisasi. Penelitian menemukan bahwa 70% rental mobil syariah 

masih menggunakan benchmark konvensional dalam penetapan harga, meskipun 

dengan penyesuaian syariah. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan standar 

penetapan ujrah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.  

Sistem pengawasan syariah dalam operasional rental mobil menunjukkan 

kelemahan struktural yang perlu diperbaiki. Studi mengungkapkan bahwa hanya 



Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 

Volume 7 Nomor 2 Januari 2026 

ISSN (Online): 2714-6917 

Halaman 1019-1030 

 

1029 
 

35% rental mobil syariah yang memiliki mekanisme pengawasan syariah yang 

memadai. Penguatan sistem pengawasan syariah menjadi kunci dalam memastikan 

implementasi akad ijarah dan penetapan ujrah yang sesuai dengan prinsip syariah.  

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan rental mobil syariah memerlukan pendekatan komprehensif yang 

meliputi aspek regulasi, teknologi, perlindungan konsumen, dan pengawasan 

syariah. Standardisasi praktik ujrah yang sesuai dengan prinsip syariah, didukung 

oleh inovasi teknologi dan sistem pengawasan yang efektif, akan menjadi kunci 

keberhasilan pengembangan industri rental mobil syariah di masa depan.  
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